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Abstrak: Tujuan penelitian adalah: (1) mengkaji kesadaran hukum pedagang tentang
retribusi di Pasar Mandonga Kota Kendari, (2) mengetahui faktor yang mempengaruhi
kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Lokasi penelitian ini di Kecamatan
Mandonga Kota Kendari. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Responden adalah Sekretaris Pengelola Pasar dan 15 orang pedagang Pasar
Mandonga Kota Kendari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3
cara, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian ini adalah (1) kesadaran hukum pedagang dalam membayaran retribusi di
Pasar Mandonga Kota Kendari dapat diketahui dari pengetahuan, pemahaman dan
perilaku. Pedagang kurang memiliki pengetahuan tentang isi Perda Pemerintah Kota
Kendari tentang retribusi. Walaupun demikian, pemahaman membayar retibusi diperoleh
berdasarkan tagihan staf Kantor Pengelola Pasar bahwa pembayaran retribusi adalah wajib
yang dinilai sudah cukup baik diterapkan di Pasar Mandonga, walaupun ada beberapa
catatan beberapa pedagang yang masih menunda pembayaran pada keesokan harinya atau
bulan berikutnya. Perilaku disiplin pedagang dalam membayar retribusi pasar tersebut
dapat mengakibatkan dampak positif terhadap kelancaran kegiatan ekonomi dan
pembangunan Pasar Mandonga Kota Kendari, (2) kesadaran membayar retribusi di Pasar
Mandonga Kota Kendari dipengaruhioleh penerapan staf Kantor Pengelola Pasarberupa
sosialisasi dan denda. Kesimpulan penelitian ini adalah :pengetahuan pedagang di pasar
Mandonga dan Mall Mandonga masih kurang, banyak yang belum mengetahui
isiperaturan daerah Pemerintah Kota Kendari mengenai proses dan mekanisme retribusi
pasar.Pemahaman hukum pedagang di Pasar Mandonga dan Mall Mandonga masih
rendah, karena pengunjung hanya sekedar membayar, serta tidak memahami fungsi dari
retribusi itu sendiri. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman pedagang tidak berpengaruh
cukup besar terhadap perilaku pedagang dalam membauar retribusi.
Kata kunci: Kesadaran Hukum Pedagang, Wajib Retribusi
PENDAHULUAN
UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa “Semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut menunjukkan adanya
suatu hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan
dalam menjalankan hukum dan pemerintahan untuk mencapai tujuan dari
pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,
baik secara materil maupun spritual.
Persoalan tentang kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu
persoalan yang ada dalam penegakan dan pembinaan hukum saja, tetapi dikaitkan
dengan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Kesadaran hukum yang
tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi hukum-hukum yang berlaku.
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Berkaitan dengan hal tersebut, Mustakim (2000: 3) mengemukakan bahwa
“Menyadari adanya peraturan hukum (atau biasanya disebut hukum) yang bersifat
mengatur dan memaksa tersebut, hendaknya selalu dijadikan pedoman dalam
bertingkah laku bagi anggota masyarakat. Berbuat menurut hukum sama artinya
menuju pada kesempurnaan hidup yang harmonis, sedangkan berbuat tidak sesuai
hukum sama artinya dalam kegagalan hidup bermasyarakat. Selain terdapat celaan,
masyarakat pelanggar hukum juga akan menerima sanksi hukum.
Masyarakat perlu berpartisipasi aktif, terutama untuk membangkitkan
kesadaran dalam memahami, merumuskan dan membayar retribusi. Retribusi pasar
merupakan salah satu klasifikasi dari retribusi daerah yang menjadi salah satu
sumber pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi daerah merupakan pungutan
daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan (Mahmudi, 2010). Berdasarkan sistem otonomi baru yang
berlaku saat ini, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dana
pemasukan dan belanja daerahnya masing-masing.
Lebih lanjut, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1
ayat 36 tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan bahwa “Retribusi pelayanan
psar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah,
dan khusus disediakan untuk pedagang”. Pasar Mall Mandonga merupakan salah
satu pasar yang ada di Kecamatan Mandonga Kota Kendari, tepatnya berada di
Jalan Abdullah Silondae Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota
Kendari. Mall Mandonga merupakan salah satu pusat kegiatan jual beli masyarakat
Kota Kendari, khususnya wilayah Kecamatan Mandonga dan sekitarnya mulai dari
masyarakat menengah bawah sampai masyarakat menengah atas.
Dengan demikian, potensi retribusi di Pasar Mall Mandonga cukup besar
sebagai sumber pendapatan retribusi daerah. Subjek retribusi pasar di Pasar
Mandonga Kota Kendari terdiri dari jumlah kios, los, serta retribusi keamanan.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, subsektor retribusi
Pasar Mall Mandonga merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah
dan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup
berarti, dimana kontribusi Pasar Mall Mandonga akan turut menentukan besarnya
tingkat kemandirian Kota Kendari, yang juga dapat menentukan arah
perkembangan dan pembangunan kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut,
perlu adanya rumusan retribusi yang melibatkan masyarakat atau pedagang di
Pasar Mall Mandonga sebagai pengguna jasa retribusi dengan pemerintah sebagai
pengelola.
Pemilihan judul penelitian ini didasarkan pada beberapa fenomena atau
peristiwa pembayaran retribusi yang dikhawatirkan terjadi permasalahan yang
dapat mempengaruhi berjalannya salah satu proses administrasi pemerintahan Kota
Kendari yang dapat berdampak pada kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin
mengatahui sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya membayar
kewajiban retribusi, khususnya para pedagang. Selain, itu, retribusi merupakan
salah satu pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat
membantu Pemerintah Kota Kendari dalam menata dan memperbaiki keadaan di
lingkungan perkotaan. Kesadaran hukum masyarakat dalam kasus ini ditekankan
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pada pedagang di Pasar Mandonga Kota Kendari yang menjadi perhatian penulis,
karena hal ini yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
berjalannya retribusi tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa ada beberapa hal yang
dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam membayar retribusi
pasar.
Penelitian ini lebih terfokus pada proses implementasi kebijakan yang
dilaksanakan terkait kebijakan retribusi pasar guna meningkatkan PAD Kota
Kendari. Saat ini, pengimplementasian kebijakan di Indonesia masih banyak
mengalami hambatan atau bahkan kegagalan. Oleh karena itu, dalam
menyelesaikan masalah publik tidak hanya dibutuhkan suatu kebijakan, tetapi juga
cara/petunjuk tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.
Konsep Kesadaran Hukum
1. Pengertian Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “kesadaran” dan “hukum”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran adalah ingat akan
dirinya, sedangkan hukum, yaitu : (a) peraturan atau adat yang secara resmi
dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, (b)
undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, (c)
patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (Tim Penyusun Kamus Pusbinsa,
1995: 359).
2. Indikator Kesadran Hukum
Menurut Soekanto (1982: 150), kesadaran hukum dapat diketahui dengan
menggunakan tiga  indikator sebagai berikut.
a. Pengetahuan Hukum
Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai keadaan
tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang
tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan erat dengan perilaku yang
dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
b. Pemahaman hukum
Pemahamn hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang
dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Pemahaman hukum
adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peratuan dalam suatu
hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis.
c. Perilaku hukum
Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena
dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan
demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat
dari pola prilaku hukumnya.
Konsep Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai suatu pembayaran atas
jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan/diberikan pemerintah daerah
setempat untuk kepentingan pribadi atau badan usaha (Sugianto, 2008: 2). Hal
serupa juga didefinisikan oleh beberapa ahli lain yang menyatakan bahwa
“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai suatu pembayaran atas
pemakaian atau karena memperoleh jasa tertentu yang diberikan oleh daerah baik
langsung maupun tidak langsung” (Kaho, 2003: 171). Menurut Bambang (2005:
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135), “Retribusi Pasar adalah retribusi atas fasilitas pasar tradisional/ sederhana
yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah
pasar”.
Konsep Pasar
Berdasarkan konsep umumnya, pasar didefinisikan sebagai tempat
bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan
jasa. Menurut Christine (2006: 120), “Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan
pembeli, atau lebih jelasnya daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung
kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga”.
Faktor-faktor Kesadaran Membayar Retribusi
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan
masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi Parawansa (2015: 126) sebagai
berikut.
1. Latar Belakang (Pengetahuan) Masyarakat
Latar belakang pendidikan, baik dari tingkat pendidikan menengah atas
maupun perguruan tinggi sedikit banyak dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan
dan pemahaman seseorang yang tercermin oleh sikap dan perilaku dalam
kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang dimaksud adalah informasi yang
diperoleh untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman tentang
proses pembayaran retribusi.
2. Sosialisasi
Sosialisasi adalah upaya untuk memberikan informasi atau pengetahuan
dalam kegiatan membayar retribusi pasar. Secara umum, kurangnya upaya-upaya
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat atau pedagang
dapat menyebabkan tingkat pembayaran retribusi yang rendah.
3. Sanksi
Sanksi adalah tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang untuk
menaati aturan. Sanksi sendiri terbagi atas dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi
tindakan. Secara umum, adanya sanksi hukum terkait dengan proses pembayaran
retribusi pasar merupakan upaya menyadari masyarakat bahwa pentingnya
membayar retribusi tersebut.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan di Pasar Mandonga dan Mall Mandonga
Kota Kendari pada bulan Februari tahun 2019 sampai selesai mengenai kesadaran
hukum pedagang dalam membayar retribusi. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan
pada pertimbangan bahwa Pasar Mandonga dan Mall Mandonga Kota Kendari
merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menerapkan sistem retribusi bagi
para pedagang.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan menggali informasi secara mendalam
tentang kesadaran hukum pedagang Pasar Mandonga Kota Kendari dalam
membayar retribusi pasar.
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Sehubungan dengan konsep penelitian kualitatif, Nasution (2003:5)
mengemukakan bahwa jenis penelitian kualitatif pada hakekatnya merupakan
proses atau kegiatan mengamati orang dalam suatu lingkungan, berinteraksi
dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitar
lingkungan, sehingga untuk itu peneliti harus turun di lapangan dan berada disana
dalam waktu yang cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
karena penelitian ini mengungkap kenyataan yang bersifat deskriptif.
Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi penelitian (Moleong, 2000: 132). Sejalan
dengan definisi tersebut, subjek dalam penelitian ini terdiri dari responden, yaitu
para pedagang sebanyak 15 orang, yaitu terdiri dari 5 pedagang Pasar Basah, 5
pedagang Pasar Korem, dan 5 pedagang Mall Mandonga, serta informan, yaitu
Sekretaris Kelompok Pengelola Pasar Mandonga Kota Kendari.
Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara yang bersumber dari respoden dan informan penelitian.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data primer
yang peroleh dengan caramenelaah dokumen yang memiliki relevansi dengan
penelitian dalam penyelesaian masalah kesadaran hukum dalam membayar
retribusi di Pasar Mandonga Kota Kendari.
Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi penelitian ini adalah pengamatan awal secara langsung
mengenai kesadaran hukum para pedagang dalam membayar retribusi di Pasar
Mandonga Kota Kendari guna menyempurnakan penelitian agar mencapai
hasil yang maksimal.
2. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab dengan menggunakan pedoman
wawancara terhadap responden untuk mengetahui kesadaran pedagang dalam
membayar retribusi pasar.
3. Dokumentasi
Dokumentasi penelitian diperoleh melalui pengambilan gambar atau
foto dokumentasi dari sumber yang terpercaya yang dilakukan ketika peneliti
melakukan kegiatan obsevasi dan wawancara. Alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah camera digital dan rekaman suara (audio).
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan
Huberman (1992: 16) yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut.
1. Reduksi Data
Mereduksi berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
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2. Penyajian Data
Setelah dilakukan reduksi data, kegiatan selanjutnya adalah membuat
rangkuman temuan penelitian berdasarkan pada aspek yang diteliti dan disusun
secara singkat dan jelas, sehingga penyajian data dapat memudahkan dan
memahami gambaran keseluruhan dari aspek yang diteliti. Dengan demikian,
penyajian data ini akan dijadikan dasar untuk menafsirkan dan mengambil
kesimpulan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matriks, maupun
hubungan antar satu kategori.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data
Kegiatan akhir yang dilakukan dalam menganalisis data ialah
mengambil kesimpulan yang dibuat dalam bentuk pernyataan singkat.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah apabila tidak ditemukan bukti pada tahap pengumpulan data
berikutnya, tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti
yang valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesadaran Hukum Pedagang Dalam Membayar Retribusi di Pasar
Mandonga Kota Kendari
1. Pengetahuan Hukum
Pengetahuan mengenai retribusi pasar sangat diperlukan sebagai upaya
untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang terkait dengan retribusi dan
untuk menjaga sikap dan pola perilaku pedagang dalam membayar retribusi.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, diketahui bahwa pengetahuan
pedagang di pasar Mandonga dan Mall Mandonga masih kurang, banyak yang
belum mengetahui isi peraturan daerah Pemerintah Kota Kendari mengenai proses
dan mekanisme retribusi pasar.
Keadaan pedagang terkait dengan pengetahuan hukum tentang retribusi di
Pasar Mandonga Kota Kendari dapat diketahui dengan dua indikator, yaitu
pengetahuan tentang konsep retribusi pasar yang tertuang dan dijelaskan pada
Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kendari tentang Retribusi Daerah, serta tujuan
dari pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar
Mandonga Kota Kendari.
Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
mayoritas pedagang di Mall Mandonga dan Pasar Mandonga Kota Kendari, baik di
Pasar Basah dan Pasar Korem belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai
isi peraturan daerah Pemerintah Kota Kendari tentang retribusi pasar tersebut. Hal
ini dapat dipahami bahwa pemikiran kognitif dari setiap pedagang adalah
pembahasan tentang retribusi yang tertuang dalam Undang-undang ataupun
peraturan daerah Pemerintah hanya dijadikan sebagai konsep yang tidak begitu
penting untuk diketahui, karena isi peraturan retribusi tersebut hanya sekedar dasar
hukum untuk menyatakan bahwa kegiatan retribusi adalah legal. Sedangkan tujuan
retribusi pasar bagi pedagang di Pasar di Kecamatan Mandonga Kota Kendari
memiliki pengetahuan yang cukup bervariasi, yaitu retribusi penyewaan kios,
kebersihan, dan keamanan.
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2. Pemahaman Hukum
Pemahaman hukum pedagang di Pasar Mandonga dan Mall Mandonga
masih rendah, karena pengunjung hanya sekedar membayar, serta tidak memahami
fungsi dari retribusi itu sendiri. Padahal sebenarnya pemahaman yang cukup untuk
tujaun membayar retribusi dipahami sebagai salah satu sumber dana pembayaran
bagi pemerintah kota kendari dalam rangka membangun infrastruktur fisik, seperti
jalan, drainase, penerangan jalan, dan sebagainya.
keadaan pedagang terkait dengan pemahaman hukum tentang pelaksanaan
retribusi di Mall Mandonga dan Pasar Mandonga Kota Kendari dapat diketahui
dengan dua indikator, yaitu pemahaman tentang konsep retribusi pasar yang
tertuang dan dijelaskan pada Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kendari tentang
Pajak Bumi dan Retribusi Daerah, serta perumusan peraturan retribusi yang
melibatkan para pedagang di Pasar Mandonga Kota Kendari, baik pedagang di
Pasar Basah, Pasar Korem dan Pasar Mall Mandonga.
Berkaitan dengan penjelasan di atas, mayoritas pedagang di Mall
Mandonga dan Pasar Mandonga Kota Kendari, baik di Pasar Basah dan Pasar
Korem Kota Kendari belum memiliki pemahaman hukum yang cukup baik
mengenai peraturan daerah Pemerintah Kota Kendari tentang retribusi pasar
tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pedagang tidak pernah dilibatkan dalam
perumusan peraturan tentang wajib retribusi, sehingga pemahaman mereka hanya
sebatas asumsi yang dibuat dari persepsi atau pendapat dari pengalaman masing-
masing pedagang.
3. Perilaku Hukum
Perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena
disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat
atau pedagang. Dengan demikian, seberapa jauh kesadaran hukum di Mall
Mandonga dan Pasar Mandonga Kota Kendari dapat dilihat dari pola perilaku
hukum para pedagangnya.
Keadaan pedagang terkait dengan perilaku hukum tentang retribusi
diketahui dengan dua indikator, yaitu tepat waktu membayar retribusi dan
partisipasi pedagang mengikuti sosialisasi. Mayoritas pedagang di Pasar
Mandonga Kota Kendari, baik di Pasar Basah, Pasar Korem dan Mall Mandonga
Kota Kendari sudah memiliki perilaku hukum yang cukup baik mengenai
kewajiban membayar retribusi dengan tepat waktu, walaupun ada beberapa
pedagang yang masih menunda-nunda pembayaran. Biaya retribusi kios bagi
pedagang pasar Basah dan Korem sebesar 400 ribu, sedangkan retribusi kios
pedagang Mall Mandonga sekitar Rp. 8.250.000 per enam bulan. Perilaku
membayar wajib retribusi tidak dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi lebih kepada
persepsi atau pemahaman yang mereka miliki bahwa wajib retribusi itu harus tetap
diterapkan.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Dalam Membayar Retribsi
1. Pendidikan
Latar belakang pendidikan sedikit banyak dapat mempengaruhi tingkat
pengetahuan dan pemahaman seseorang yang tercerminkan oleh sikap dan
perilaku. Sayangnya hal tersebut tidak dapat berpengaruh berdasarkan dari hasil
penelitian yang dilakukan peneliti meskipun hanya beberapa pedagang yang
berlatar pendidikan rendah dan sebagian besar pedagang berlatar pendidikan yang
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cukup, tetapi tidak menutup kemungkinan semua pedagang mengetahui tentang
retribusi. Menurut peneliti, walaupun pedagang memiliki pendidikan yang cukup,
tetapi hal tersebut tidak dipengaruhi oleh pemahaman hukum dan sikap hukumnya.
Faktor yang mempengaruhi kesadaran pedagang dalam membayar retribusi
berdasarkan pendidikan dapat diketahui dengan dua indikator, yaitu latar belakang
pendidikan dan tingkat pendidikan pedagang. Secara umum, latar belakang dan
tingkat pendidikan seseorang sedikit banyak dapat mempengaruhi tingkat
pengetahuan dan pemahaman seseorang yang tercermin oleh sikap dan perilaku.
Sayangnya hal tersebut tidak dapat berpengaruh berdasarkan data hasil penelitian
yang dilakukan peneliti meskipun hanya beberapa pedagang yang memiliki latar
belakang pendidikan rendah dan sebagian besar pedagang memiliki latar belakang
pendidikan cukup tidak menutup kemungkinan semua pedagang tidak memahami
tentang wajib retribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang
pendidikan tidak mempengaruhi kesadaran pedagang dalam membayar retribusi.
2. Kurang Sosialisasi
Pemerintah atau pengelola pasar bertugas untuk mensosialisaikan konsep
retribusi ini agar para pedagang tidak hanya sekedar membayar, tetapi juga para
pedagang menjadi lebih mengetahui dan memahami konsep utama retribusi
melalui informasi dan komunikasi yang baik dan efektif.
Sosialisasi merupakan kegiatan menyampaikan suatu aturan sebagai upaya
memberikan pengetahuan dan pemahaman yang pada akhirnya dapat menciptakan
budaya atau perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Sosialisasi secara umum memiliki pengaruh terhadap kesadaran pedagang dalam
membayar retribusi pasar. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah
daerah atau pengelola pasar Mandonga Kota Kendari belum memiliki inisiatif
untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman mengenai
wajib retribusi, baik melalui isi peraturan pemerintah daerah Kota Kendari ataupun
aturan-aturan lainnya yang diharapkan dapat berdampak positif pada sikap dan
perilaku dalam melaksanakan retribusi pasar.
3. Sanksi
Faktor yang mempengaruhi kesadaran pedagang dalam membayar retribusi di
Mall Mandonga dan Pasar Mandonga Kota Kendari dapat diketahui dengan dua
indikator, yaitu sanksi pidana dan denda. Berdasarkan hasil wawancara di atas,
sanksi pidana tidak dilaksanakan di Pasar Mall Mandonga dan Pasar Mandonga,
serta tidak memiliki pengaruh positf dalam meningkatkan kesadaran pedagang
dalam membayar retribusi pasar. Walaupun demikian, denda yang diterapkan oleh
pengelola pasar, sedikit banyak dapat memberikan motivasi bagi pedagang agar
tidak menunda pembayaran wajib retribusi tepat waktu atau sesuai dengan
kesepakatan bersama.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa :
1. Kesadaran hukum pedagang dalam membayaran retribusi di Mall Mandonga
dan Pasar Mandonga dapat diketahui dari pengetahuan, pemahaman dan
perilaku. Pedagang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang isi Perda
Pemerintah Kota Kendari tentang retribusi. Walaupun demikian, pemahaman
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retibusi diperoleh berdasarkan persepsi pedagang bahwa pembayaran retribusi
adalah wajib yang dinilai sudah cukup baik diterapkan di pasar tersebut,
walaupun ada beberapa pedagang yang masih menunda pembayaran pada
keesokan harinya atau bulan berikutnya. Perilaku disiplin pedagang dalam
membayar retribusi pasar tersebut dapat mengakibatkan dampak positif
terhadap kelancaran kegiatan ekonomi dan pembangunan Pasar Mall
Mandonga dan Pasar Mandonga.
2. Kesadaran membayar retribusi di Mall Mandonga dan Pasar Mandonga Kota
Kendari dipengaruhi dari sosialisasi dan denda. Hal ini dikarenakan sosialisasi
dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pedagang tentang
pentingnya wajib retribusi sesuai dengan peraturan, sedangkan denda dapat
memberikan efek jerah kepada pedagang untuk tidak lagi menunda waktu
pembayaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi harus
menjadi fokus utama dan perlu diterapkan oleh pengelola atau pemerintah saat
ini yang didukung oleh sanksi berupa denda atau peringatan, sehingga
pedagang menjadi lebih antusias dalam membayar retribusi dengan tepat
waktu.
Saran
Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Penelitian diharapkan dapat mengkaji tentang pelakasanaan kawin pinang
(angka ne mata) suku Muna sehingga dapat memberikan kontribusi positif
terhadap pelestarian budaya dan adat istiadat suku Muna.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat judul tentang kawin
pinang (angka ne mata) suku Muna agar dapat mengkaji secara mendalam
ketentuan budaya dan adat perkawinan pinang suku Muna.
3. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi desa untuk mempertahankan adat
istiadat dan budaya sehingga dapat diwariskan secara turun temurun ke
generasi berikutnya.
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